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DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
NOMOR : 000.5.2.10/44-SOP/SEKRETARIAT/2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENATAAN KEARSIPAN
PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN TANAH LAUT

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN TANAH LAUT,

Menimbang	:	a.	bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 75 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Unit Kearsipan pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, Unit Kearsipan pada setiap Perangkat Daerah wajib dibentuk;
		b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut tentang Pembentukan Unit Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut.

Mengingat	: 	1. 	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Unit Kearsipan pada Lembaga Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 239);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 25);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 45);
13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 75 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Unit Kearsipan pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.


M E M U T U S K A N :


Menetapkan	:
[bookmark: _GoBack]KESATU		:  	Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penataan Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut.>pz   [
KEDUA		:	Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penataan Kearsipan terdiri dari :
1.  SOP registrasi Naskah Masuk SRIKANDI
2. SOP Pengiriman Naska Dinas Keluar (Internal SRIKANDI)
3. SOP Pengiriman Naska Dinas Keluar (Eksternal SRIKANDI)
4. SOP Pemberkasan Arsip Aktif
5. SOP Pemberkasan Arsip In Aktif
6. SOP Prevervasi Arsip Dinamis
7. SOP Pengelolaan Arsip Vital
8. SOP Pengelolaan Arsip Terjaga
9. SOP Alih Media Arsip
10. SOP Autentifikasi Arsip
11. Sop Penilaian Arsip In Aktif yang akan di Musnahkan

KETIGA		:	Uraian dan Alur SOP sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEEMPAT		:	Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut.


KELIMA	: 	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

							Ditetapkan di  Pelaihari											Pada tanggal 14 Februari 2023

							KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
							KEARSIPAN KABUPATEN TANAH LAUT,
						



							Drs. A. M. Rhoedy Erhansyah, M.Si
						Pembina Utama Muda
						NIP. 19630403 198303 1 007
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